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HUKUM BADAL HAJI BAGI ORANG YANG MASIH HIDUP 

PERSPEKTIF MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB MALIKI 

 
ABSTRAK 

Ika Ruswanti  

NIM 1717304020 

Program Studi Perbandingan Mazhab, Jurusan Perbandingan Mazhab UIN 

Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto 

Badal berarti ganti, pengganti atau yang digantikan. Sedangkan badal haji 

yaitu menggantikan orang lain dalam melaksanakan ibadah haji karena adanya 

halangan tertentu. Badal haji diperbolehkan hanya pada dua kondisi yaitu al-
Ma’d}zur dan al-Mayyit. Al-Ma’d}zur yaitu orang yang kondisi fisiknya tidak 

memungkinkan untuk berangkat ke Tanah Suci, sehingga memerlukan jasa orang 

lain. Sedangkan al-Mayyit adalah haji yang tidak terlaksana karena yang 

bersangkutan telah meninggal. Penelitian ini akan menganalisis komparasi menurut 

Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki pada kelompok al-Ma’d}zur saja dimana dari 

kedua mazhab itu memiliki pendapat yang berbeda. 

Penelitian dalam skripsi ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (Library 

Research). Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan 

pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki mengenai badal haji bagi orang yang 

masih hidup. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode 

dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah content analysis dan 

komparatif. Sumber data yang digunakan yaitu Kitab Radd al-Muh}ta>r ‘Ala> Adduri 
al-Mukhta>r karya Syekh Muhammad Amin al-Syahir Biibn ‘Abidin, Kitab al-Ka>fi> 
Fi> Fiqh Ahl al-Madi>|na>h al-Ma>liki> karya Abi Umar Yusuf bin Abdullah bin 

Muhammad bin Abdul Bari al-Namri al-Qurtubi, dan juga Kitab al-Fiqhu al-Isla>mi> 
Wa Adillatuhu karya Wahbah az Zuhaili.  

Dalam penelitian ini diketahui bahwa menurut Mazhab Hanafi bahwa orang 

yang masih hidup boleh ibadah hajinya dibadalkan. Karena menurut Mazhab Hanafi 

haji merupakan ibadah yang menggunakan harta dan fisik. Jenis ibadah tersebut 

boleh menerima pergantian (niyabah). Hal ini berdasarkan pada hadis Rasulullah 

SAW dimana ada seorang anak laki-laki yang bapaknya sudah tidak mampu naik 

kendaraan dan disitu Nabi Muhammad SAW menyuruhnya untuk berangkat haji 

atas nama ayahnya. Sedangkan menurut Mazhab Maliki ibadah haji walaupun 

terdiri dari ibadah badaniyah dan maliyah, tetapi lebih dominan sisi badaniyahnya. 

Jenis ibadah ini Mazhab Maliki tidak menerima pergantian. Hal ini dijelaskan dalam 

ayat al-Qur’an bahwa pahala atau dosa yang diterima seseorang, tergantung kepada 

usahanya pada saat masih hidup dan seseorang tidak akan mendapatkan balasan 

terhadap apa yang ia tidak kerjakan. Komparasi dari kedua mazhab ini bahwa 

Mazhab Hanafi dalam menghukuminya menggunakan hadis sebagai dasar hukum. 

Sedangkan Mazhab Maliki menggunakan al-Qur’an sebagai dasar hukumnya.  

Kata Kunci: Badal, Haji, Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Syariat Islam adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT bagi 

hamba-hamba yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, baik mengenai cara 

mengerjakannya, maka dari itu dibuatlah fikih, maupun mengenai pokok 

keyakinannya dan untuk itulah para ulama menciptakan ilmu kalam.1  

Fikih Islam meliputi pembahasan yang mengenai individu, masyarakat, 

dan negara, yang melengkapi bidang-bidang: ibadah, mu’amalah, 

kekeluargaan, perikatan, kekayaan, warisan, kriminal, dan lain sebagainya. 

Oleh karena itu para ulama membagi fikih pada garis besarnya bagian yang 

pokok tentang ibadah yaitu hukum-hukum yang maksud pokoknya 

mendekatkan diri kepada Allah SWT. Hukum fikih diambil dari wahyu, baik 

wahyu yang ditilawatkan (al-Qur’an) maupun wahyu yang tidak ditilawatkan 

(Sunnatur Rasul).  Rasulullah telah menjelaskan dengan sunnahnya, seperti 

shalat, zakat, puasa dan haji. Ibadah secara garis besar dapat dibagi ke dalam 

tiga bagian, yaitu:

 
 1M. Ali Hasan, Perbandingan Madzhab, (Jakarta: Rajawali Press, 1995), hlm 5.  
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1. Ibadah badan semata-mata, dan tidak memerlukan harta benda, seperti 

puasa dan shalat. Tujuan dari ibadah ini yaitu untuk merendahkan diri di 

hadapan Allah SWT dan tidak ada unsur harta dari ibadah ini. 

2. Ibadah harta semata-mata, dan tidak mempengaruhi badan dan pekerjaan 

seperti zakat dan sedekah. Tujuan dari ibadah ini yaitu memberi manfaat 

kepada penerima dengan harta yang dimiliki. 

3. Gabungan antara badan dan harta, seperti haji. Ibadah ini mengandung 

unsur merendahkan diri kepada Allah SWT. Haji merupakan ibadah yang 

membutuhkan pekerjaan seperti wukuf, thawāf, sa’i, melempar jumrah 

maupun tahallul. Ibadah haji juga membutuhkan harta sebagai ongkos 

perjalanan dan kebutuhan-kebutuhan lainnya.2 

Dari berbagai jenis ibadah mahd}hah dalam Islam, haji menduduki 

peringkat pertama dari segi daya tariknya terhadap minat masyarakat muslim 

untuk mengerjakannya. Seorang muslim yang baik pasti bercita-cita untuk 

menunaikan ibadah haji. Pada sebagian masyarakat, ada yang memprioritaskan 

pelaksanaan ibadah haji sebelum mereka menata kehidupan ekonomi dan 

keluarga. Tetapi kebanyakan masyarakat menata dulu kehidupan ekonomi dan 

keluarga, barulah mereka mempersiapkan diri menunaikan ibadah haji. Oleh 

sebab yang kedua ini, banyak jamaah haji yang sudah tua umurnya. Namun 

yang jelas, ada kebanggaan tersendiri menunaikan rukun Islam yang kelima 

 
 2 M. Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Ilmu Fikih, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993), hlm 22.  



3 

 

 
 

itu.3 Kewajiban melaksanakan ibadah haji bagi umat Islam didasarkan oleh 

firman Allah SWT yaitu Q.S Ali Imran (3): 96-97. 

ِ عِٰل لِ  ِِِىدِ هِ اِوِ كِ ِبِِٰ مِ ِِةِ كِ ب بِ ِِِيِ ذِ ل لِ ِِاسِ لنِ ل ِِحِ ضِ وِ ِِتِ يِ ب ِ ِِلِ وِ ا ِِِنِ اِ   ِمِ ي هِِ رِٰب ِ ا ِِِامِ قِ مِ ِاتِ ن يِ ِ ب ِ ِِتِ يٰاِِِِٰهِ يِ .ِفِ ل م ي 
ِاللِ ِِنِ ا فِِ ِِرِ فِ كِ ِنِِ مِ ِوِ ل ِي بِِ سِ ِِهِ ي لِ اِ ِِِاعِ طِ تِ اسِ ِِنِ مِ ِِتِ يِ ب ِ الِ ِِجِ حِ ِِاسِ النِ ِىلِ عِ ِِلِ ٰ ِ اوِ ن مِِ اِِِٰانِ كِ ِِه اخ لِ دِ ِِنِ مِ وِ 
يِغِ  ِ مِ لِ عِٰالِ ِِنِ عِ ِِن  ِي   

“Sesungguhnya rumah (ibadah) pertama yang dibangun untuk manusia 

adalah (Baitullah) yang berada di Bakkah (Makkah) yang diberkahi untuk 

dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Di dalamnya terdapat tanda-

tanda yang jelas, di antaranya makam Ibrahim. Siapa yang memasukinnya 

(Baitullah), maka amanlah dia. (Di antara) kewajiban manusia terhadap 

Allah SWT adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, (yaitu bagi) 

orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang 

mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah SWT 

Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu apapun) dari seluruh alam.”4  

  

Pada ayat ini, Allah SWT menjelaskan salah satu keutamaan terpenting 

dari Baitullah adalah sebagai tempat diselenggarakannya ibadah haji yang 

diwajibkan bagi semua manusia dan menjadi salah satu rukun Islam. Karena 

tidak semua manusia mampu melaksanakan ibadah haji, maka Allah SWT 

menekankan bahwa kewajiban haji hanya tertuju pada mereka yang mampu 

(istitā'ah). Dengan kata lain, Islam memberikan dispensasi bagi yang belum 

mampu memenuhi persyaratan tersebut untuk tidak melaksanakan haji. Namun 

tetaplah umat Islam dituntut untuk berupaya semaksimalnya memenuhi 

kewajiban pelaksanaan ibadah haji tersebut.5 

 
 3 Budi Kisworo, “Ibadah Haji Ditinjau Dari Berbagai Aspek”, Jurnal Hukum Islam, Vol. 2, No. 

1, 2017, hlm. 76.  

 4 Tim Penerjemah al-Qur’an Kemenag RI, Al-Quran dan Terjemahnya: edisi penyempurnaan, 

(Jakarta: Lajnah Pentasihah Mushaf Al-Quran, 2019), hlm. 82-83. 

 5 Kholiq Hasan, Tafsir Ibadah, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2008), hlm. 269-270.  
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Dalam Islam, penekanan haji tidak sekuat penekanan syahadat, shalat, 

puasa, dan zakat. Dengan kata lain, ibadah haji memiliki dua status hukum, 

wajib bagi yang mampu dan tidak wajib bagi yang tidak mampu. Berbagai 

karakteristik masyarakat, mulai dari yang berusia muda sampai berusia tua dan 

lanjut usia, menginginkan untuk bisa menjalankan ibadah haji. Mengingat 

ibadah haji adalah wajib bagi yang mampu (salah satunya mampu secara fisik 

dan psikis) sedangkan kemampuan fisik dan psikis lanjut usia cenderung 

menurun. Terlebih jika lanjut usia tersebut memiliki beberapa penyakit dan 

rentan terhadap penyakit. Karena seseorang yang menginjak usia lansia 

umumnya sudah memiliki penyakit, seperti kolesterol, asam urat, darah tinggi, 

vertigo, gagal ginjal, diabetes, dan penyakit lainnya. Kondisi ini menjadi dilema 

tersendiri, baik bagi lansia sendiri maupun bagi penyelenggara haji atau 

pemerintah.6 Oleh karena itu untuk menangani peristiwa tersebut maka ibadah 

haji boleh digantikan oleh orang lain atau biasa disebut badal haji.  

Badal haji adalah kegiatan menghajikan orang yang telah meninggal 

(yang belum haji) atau menghajikan orang yang sudah tak mampu 

melaksanakannya (secara fisik) disebabkan oleh suatu udzur, seperti sakit yang 

tak ada harapan sembuh. Badal haji adalah pelaksanaan ibadah haji yang 

dilakukan oleh seseorang atas nama orang lain yang sudah meninggal (sejak di 

embarkasi dan sebelum pelaksanaan wukuf). Juga bagi jamaah haji yang udzur 

 
 6 Kholilurohman, “Hajinya Lansia Ditinjau dari Prespektif Bimbingan dan Konseling Islam”, 

Jurnal Dakwah Dan Komunikasi, Vol. 2, No. 2, 2017, hlm. 232.  
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jasmani dan rohani (tidak dapat diharapkan kesembuhannya menurut medis, 

sakit tergantung dengan alat, dan gangguan jiwa), sehingga tidak dapat 

melaksanakan wukuf di Arafah.7 Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah 

SWT dalam surat al-Baqarah [2]: 196 yaitu:  

ِخِ لِ ب ِ ي ِ ِِتٰ ِحِ ِِمِ كِ سِ وِ ِء رِِ ِِاوِ قِ لِ ت ِ ل ِوِ ِِيِ دِ ال ِ ِِنِ مِ ِِرِ سِ يِ ت ِ اسِ ِِامِ فِ ِِت ِ رِ صِ حِ ا ِِِنِ ا فِِ ِِلِ ٰ ِ ِِة رِ مِِ عِ الِ وِ ِِجِ اِال ِ وِ ت ِ ا وِِ 
ِهِ لِ م ِ ِِيِ دِ ال ِ   

“Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah SWT. Tetapi 

jika kamu terkepung (oleh musuh), maka (sembelihlah) hadyu yang 

mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum hadyu 

sampai di tempat penyembelihannya”.8    

 

Di dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa ketika Nabi SAW beserta 

rombongan hendak melakukan haji dan umrah ke Baitullah dan terkepung oleh 

kaum kafir Quraisy, kemudian sebagai gantinya beliau pun menyembelih unta 

dan mencukur rambutnya. Di samping ayat al-Qur’an yang menjelaskan orang 

yang akan melaksanakan haji namun terdapat halangan untuk 

melaksanakannya, adapun hadis lain yang menjelaskan perihal berikut yaitu:9 

ِِع ن ِاب نِ   ِِإ ِِ–رضىِاللِعنهماِِِِ–ِع ب اس  ِِإِ ن  ِالن ب    ِإلَ  ن ة ِج اِء ت  ي   ِج ه  صلىِِِ–م ر أ ة ِم ن 
:ِِاف  قِ ِِ–اللِعليهِوسلمِِ ِت  جِ ِِل ت  ِأ ن  ِأ ف أِح ج ِع ن  ه اِإن ِأم  ىِن ذ ر ت  ِم ات ت  ،ِف  ل م ِت  ج ِح ت 

:ِ"اقِ  كِ ان ِع ل ىِأِ ل  ِل و  ىِع ن  ه ا،ِا ر ا ي ت  ِد ي ن ِأِ ن  ع م .ِح ج   ي ة ِاق ض واِالل ،ِفِ نِ كِ م  ك  ِق اِض  االلِ ت 
ل و ف اءِ  ِبِ  (ئ".ِ)رواهِالبخاريِوالنساأح ق   

 
 7 Kementrian Agama RI, Hasil Mudzakarah Perhajian Nasional Tentang Badal Haji, (Jakarta: 

Kementrian Agama RI, 2016), hlm. 5-6. 
 8 Tim Penerjemah al-Qur’an Kemenag RI, al-Quran dan Terjemahnya: edisi penyempurnaan., 

hlm. 40. 

 9 Hassan Saleh, Kajian Fikih Nabawi dan Fikih Kontemporer, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2008), hlm. 220-222. 
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“Dari Ibnu Abbas ra: “Seorang perempuan dari Bani Juhainah datang 

kepada Nabi SAW dia bertanya: “Wahai Nabi SAW, ibuku pernah 

bernazar ingin melaksanakan ibadah haji hingga beliau meninggal, 

padahal dia belum melaksanakan ibadah haji tersebut, apakah aku bisa 

menghajikannya? Rasulullah menjawab: ya, hajikanlah untuknya, kalau 

ibumu punya hutang kamu juga wajib membayarnya bukan? Bayarlah 

hutang Allah, karena hak Allah lebih berhak untuk dipenuhi” (HR. 

Bukhari dan Nasa’i)10   

 

Pelaksanaan ibadah badal haji sendiri itu hanya diperbolehkan pada 2 

(dua) kelompok, yaitu: 

1. Al-Mayyit adalah haji yang tidak terlaksana atau tidak selesai karena yang 

bersangkutan meninggal lebih dahulu. 

2. Al-Ma’d}zur adalah orang yang kondisi fisiknya tidak memungkinkan 

untuk berangkat ke Tanah Suci, sehingga memerlukan jasa orang lain untuk 

melaksanakan ibadah haji. Al-Ma’d}zur yang memiliki kemampuan 

finansial wajib/boleh dibadalkan jika tempat tinggalnya jauh dari Tanah 

Haram Makkah dengan jarak lebih dari masafatul qas}hr. Sedangkan al-

Ma’d}zur yang sudah ada di Tanah Haram Makkah atau tempat lain yang 

dekat dari Tanah Haram Makkah tidak boleh dibadalhajikan, melainkan 

harus haji sendiri atau dibadalhajikan setelah meninggal. Tetapi jika 

kondisinya benar-benar tidak memungkinkan untuk melaksanakan sendiri, 

 
 10 Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Ibn Ibrahim bin Maghirah bin Bardazibah al-

Bukhari al-Ja’fi, S}ah}i>h} al-buh}a>ri>, (Beirut: Darul Kitab al-Ilmiyah, 1998), hlm. 353. 
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maka menurut sebagian pendapat, dia boleh dibadalhajikan di saat dia 

masih hidup.11 

Dan untuk kondisi tersebut terdapat perbedaan pendapat di kalangan 

ulama mazhab. Menurut Mazhab Hanafi yang menghukumi bahwa ibadah haji 

adalah sebagian ibadah yang boleh diwakilkan. Jadi, orang yang kesulitan 

mengerjakan haji sendiri, maka dia boleh menyuruh orang lain untuk 

menggantikan ibadah hajinya. Seperti orang yang sakit yang tidak diharapkan 

kesembuhannya, atau orang yang buta atau lumpuh. Dan sekirannya tidak 

diharapkan mampu mengerjakan haji hingga meninggal dunia, kemudian dia 

mewakilkan kepada orang lain, dan si pengganti telah melaksanakan hajinya. 

Maka kefardhuan haji telah gugur darinya. Haji merupakan ibadah yang 

mengharuskan seseorang untuk mamiliki kesiapan fisik maupun harta. Apabila 

tidak mampu untuk menjalankannya, maka bisa digantikan oleh orang lain.12 

Karena ibadah yang menggunakan aspek harta dan juga badan seperti halnya 

haji itu boleh menerima pewakilan tetapi itu hanya dibolehkan dalam keadaan 

tidak berdaya saja dengan syarat ketidakberdayaannya itu berlangsung sampai 

kematian. Karena haji merupakan kewajiban sekali seumur hidup.13 Pendapat 

tersebut berlandaskan hadis berikut:14 

 
 11 Kementrian Agama RI, Hasil Mudzakarah Perhajian Nasional Tentang Badal Haji., hlm. 

9-10. 
12 Abdurrahman Al Juzairi, al-Fiqhu ‘Ala al-Madz|a>hib Arba’ah, (Kairo: al-Maktabah At-

Taufiqiyyah, 2012), IV: 651. 

 13 Syekh Muhammad Amin al-Syahir Biibn ‘Abidin, Radd al-Muh}ta>r ‘Ala> Adduri al-Mukhta>r 
Juz IV, (Beirut, Lebanon: Dar ‘Alam al-Kutub, 1966), hlm. 14. 

 14 Syaiful Alim, Menuju Umrah dan Haji Mabrur., hlm. 135. 
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ِاللِعِ  ي  ِر ض  ِع ن ِاب ن ِع ب اس  ِف  ق ال ت  ع م ِع ام ِح ج ة ِال و د اع  ِخ ش  ِأ ة ِم ن  ِا م ر  ِج اء ت  ن ه ِق ال 
ِالل ِِ ر س و ل  ِا ن ِفِ يَ  ِر يض ة ِالل ِع ل ىِع ب اد ه ِف  ت ط ي ع ِا ن  ِي س  كِ ب يْ  اِل  ِا بِ  ِث  ي خ ا ِا د ر ك ت  ِال  ج  

ل ة ِف  ه ل ِِ ت و ي ِع ل ىِالر اِح  ِن  ع مِ ي س  ِا خ ج ِع ن ه ِق ال  ِع ن ه ِأ ن  ي  ي  ق ض   
“Ibnu Abbas RA berkata, ada seorang wanita dari suku Khats’am ikut 

dalam pelaksanaan haji Wada’, lalu ia berkata, ‘Wahai Rasulullah, 

kewajiban yang Allah tetapkan buat para hamba-Nya tentang haji sampai 

kepada bapakku ketika ia sudah berusia lanjut, sehingga ia tidak mampu 

untuk menempuh perjalanannya. Apakah terpenuhi kewajiban untuknya 

bila aku menhajikannya?’ Rasulullah SAW. Menjawab ‘Ya.” (HR. 

Muslim).15  

 

Selain itu ada juga pendapat menurut Mazhab Maliki yang mungkin 

bertentangan dengan pendapat Mazhab Hanafi. Menurut Mazhab Maliki bahwa 

ibadah haji itu tidak boleh dibadalkan. Karena menurut Mazhab Maliki tidak 

ada kewajiban haji kecuali orang-orang yang mampu melaksanakannya sendiri, 

jadi tidak ada kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji walaupun secara harta 

itu mampu. Apabila melakukan pengupahan itu dianggap tidak sah karena 

sebab ini adalah ibadah fisik yang tidak dapat diwakilkan seperti puasa dan 

shalat.16 Karena menurut Imam Malik seseorang yang merdeka, baligh, akalnya 

sehat, mampu dalam segi jasmaniyah, baik itu laki-laki atau perempuan dan 

mampu untuk berjalan kaki atau naik kendaraan dengan syarat keselamatannya 

terjamin walaupun tidak adanya bekal (finansial) untuk melaksanakan 

perjalanan hal itu sudah dianggap istitā'ah.  Dan seandainya ada orang yang haji 

 
 15 Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, S}ah}i>h Muslim, (Beirut: Darr al-Fikr, 1419 

H/1998 M), hlm. 528. 

 16 M. Quraish Shihab, Haji dan Umrah, (Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2012), hlm. 353-

354. 
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melalui cara ia meminta-minta kepada orang lain, maka hal itu sah dan tidak 

masalah menurut Imam Malik.17 Pendapat tersebut karena Mazhab Maliki 

berlandaskan pada ayat al-Qur’an berikut:18 

ِو از ر ة ِو ِ  ِت ز ر  ر ىأ ل  ِأ خ  ِن سي لِ ِِِو أ نِ ِِ.ز ر  ِل ل   ِم اِس ع ىاس  ِال  ِي  ر ى.ِِِِ.ن  و ا ن ِس ع ي ه ,ِس و ف    
“Yaitu bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang 

lain, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakan, 

dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya).” 

(QS. an-Najm: 38-40)19 

 

Begitu juga bagi seseorang yang meninggal dunia setelah mempunyai 

kemampuan untuk melaksanakan haji, Mazhab Hanafi membolehkan hajinya 

diwakilkan oleh ahli warisnya maupun orang lain. Dalam hal ini, Mazhab 

Hanafi tidak mewajibkan untuk menggantikan haji orang yang meninggal, 

tetapi hanya memperbolehkan saja. Kewajiban haji bagi orang yang meninggal 

menjadi gugur kalau dari segi kewajiban fisik (badan) karena 

ketidakmampuannya mengerjakan haji dengan badan. Tetapi apabila dia 

berwasiat agar mengeluarkan upah haji, maka ahli warisnya harus 

mengeluarkan sepertiga dari harta warisan.20 Menurut Mazhab Maliki pun 

seperti itu yang pendapatnya hampir sama dengan Mazhab Hanafi bagi orang 

yang meninggal kewajiban hajinya gugur kalau dari segi kewajiban fisik 

 
 17 Abi Umar Yusuf bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Bari Al Namri Al Qurtubi, al-Ka>fi> 
Fi> Fiqh Ahl al-Madi>|na>h al-Ma>liki>, (Beirut: Dar al-Kutub al Ilmiah, 1992), hlm. 133. 

 18 Syaiful Alim, Menuju Umrah dan Haji Mabrur, (Yogyakarta: Laksana, 2018), hlm. 132. 

 19 Tim Penerjemah al-Qur’an Kemenag RI, al-Quran dan Terjemahnya: edisi penyempurnaan., 

hlm. 775. 

 20 Nashiruddin A. Ma'mun, “Hukum Haji Bagi Orang Meninggal Dunia: Mengurai Istinbath 

Dasar-Dasar Hukum Imam Abu Hanifah”, Ummul Qura, Vol. III, No. 2, 2013, hlm. 87-88. 
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(badan), tetapi apabila orang yang meninggal berwasiat boleh saja 

mengeluarkan upah haji. Perintah wasiat haji hukumnya makruh, akan tetapi 

wajib atas ahli waris untuk melaksanakannya sesudah pemberi wasiat 

meninggal dunia yang diambil dari sepertiga harta peninggalan, jika wasiat 

tersebut tidak bertentangan dengan wasiat lain yang tidak makruh, seperti 

perintah wasiat memberikan sejumlah harta kepada orang fakir dan miskin.21 

Kedua mazhab tersebut merupakan mazhab yang cukup popular di 

kalangan masyarakat dan tokoh imam mazhabnya pun cukup berkembang 

dalam Islam. Imam Abu Hanifah yang merupakan tokoh dari Mazhab Hanafi 

yang memiliki nama asli an-Nu’man bin Tsabit bin Zuwatha yang merupakan 

ulama mujtahid dalam bidang fikih.22 Dan juga Imam Malik yang merupakan 

tokoh dari Mazhab Maliki. Merupakan Imam mazhab yang terkenal akan 

kemampuan dan penguasaan akan hadisnya. Hal itu pun diakui oleh para guru, 

sahabatnya dan orang-orang setelahnya. Dan beliau dilahirkan 13 tahun setelah 

kelahiran Imam Abu Hanifah.23   

Melihat sudut pandang dari kedua ulama mazhab tersebut, maka terdapat 

perbedaan yang sangat jelas di antara pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab 

Maliki dalam menghajikan orang lain tergantung alasan orang yang ingin 

 
 21 Muhammad Jawad Mughniyah, al-Fiqhu ‘Ala al-Madz|a>hib al-Khamsah, (Beirut: Dar al-

Jawad, 2011), hlm. 177. 

 22 Wildan Jauhari, Biografi Imam Abu Hanifah, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 

5. 

 23 Abdurrohman Kasdi, “Menyelami Fiqih Madzhab Maliki: Karakteristik Pemikiran Imam 

Maliki dalam Memadukan Hadits dan Fiqih”, Yudisia, Vol. 8, No. II, 2017, hlm. 316-317. 
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dihajikannya. Apabila orang yang ingin dihajikan itu sudah meninggal dan 

mempunyai harta berlebih maka kedua mazhab tersebut memiliki pendapat 

yang sama, tetapi mengenai orang yang mampu secara harta tetapi lemah secara 

fisik maka kedua mazhab tersebut memiliki pendapat yang berbeda. 

Berdasarkan problematika di atas, penulis melihat fenomena ini sering dijumpai 

di masyarakat, yakni perbedaan pendapat tentang badal haji. Dalam kerangka 

itulah penulis bermaksud melakukan penelitian terhadap perbedaan pendapat 

menurut ketentuan kedua mazhab tersebut. Dan agar supaya mendapat 

pembahasan yang lebih dalam dan detail.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis menyusun rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana hukum badal haji bagi orang yang masih hidup menurut 

Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki? 

2. Bagaimana komparasi antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki tentang 

badal haji bagi orang yang masih hidup? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas adapun tujuan yang hendak dicapai 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki mengenai 

hukum badal haji bagi orang yang masih hidup. 
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2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaannya pandangan Mazhab 

Hanafi dan Mazhab Maliki mengenai badal haji bagi orang yang masih 

hidup. 

Sedangkan manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dengan adanya 

penelitian ini adalah.  

1. Dapat menjadi bahan kajian untuk memecahkan permasalahan terkait badal 

haji bagi orang yang masih hidup. 

2. Dapat memberikan wawasan dan menambah keilmuan mengenai badal haji 

bagi orang yang masih hidup dalam ruang lingkup masyarakat. 

3. Dapat memperluas wacana kajian kitab Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki 

D. Tinjauan Pustaka 

Adapun tujuan tinjaun pustaka antara lain adalah mengkaji hasil kajian 

penelitian sebelumnya tentang masalah yang sama dan mencari aspek-aspek 

dari masalah tersebut, mana yang sudah diteliti dan mana yang belum untuk 

menghidari duplikasi. Berikut adalah hasil-hasil penelitian yang berkaitan 

dengan tema yang diangkat penulis: 

1. Skripsi yang ditulis oleh A. Makrus dengan judul Hukum Badal Haji 

Menurut Pandangan Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah Dan 

Lajnah Bahtsul Masail Nahdatul Ulama. Skripsi ini ditulis berdasarkan 

latar belakang perbedaan pendapat Majelis Tarjih dan Tajdid 

Muhammadiyah dan Lajnah Bahtsul Masail Nahdatul Ulama mengenai 

badal haji. Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah berpendapat badal 
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haji bagi seseorang yang telah memenuhi kewajiban haji tetapi ia tidak 

dapat melaksanakannya karena udzur atau karena meninggal dapat 

dilakukan oleh anaknya atau saudara terdekat yang telah berhaji dulu. 

Lajnah Bahtsul Masail Nahdatul Ulama berpendapat apabila ada seorang 

yang meninggal tersebut sudah istiqrar (berkewajiban haji) dan ia memiliki 

harta peninggalan (tirkah) maka sunnah bagi ahli waris menghajikannya.24 

Memanglah skripsi tersebut sama-sama membahas tentang kajian badal 

haji namun yang dibahas tidaklah spesifikasi terhadap orang yang masih 

hidup dan skripsi tersebut juga mengomparasikan pendapat antara Majelis 

Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dengan Lajnah Bahtsul Masail Nahdatul 

Ulama bukan pendapat para imam mazhab. 

2. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Dyan F yang berjudul Studi 

Komparatif Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’iy tentang Upah Badal 

Haji. Penulis dalam skripsi memaparkan bahwa Imam Abu Hanifah 

berpendapat bahwa kewajiban haji gugur kalau dari segi kewajiban fisik 

(badan), tapi kalau dia berwasiat agar mengeluarkan upah haji, maka ahli 

warisnya harus mengeluarkan sepertiga hartanya dari upah haji. Imam 

Syafi’i berpendapat dia mempunyai kemampuan di bidang harta namun 

fisiknya tidak mampu, wajib mewakilkan haji agar dijalani orang lain atas 

 
 24 A. Makrus, “Hukum Badal Haji Menurut Pandangan Majelis Tarjih Dan Tajdid 

Muhammadiyah Dan Lajnah Bahtsul Masail Nahdatul Ulama”, Skripsi (Yogyakarta: Universitas 

Islam Negri Sunan Kalijaga, 2018), hlm. 5-7. 
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nama orang yang fisiknya tidak mampu, dan dia wajib mengeluarkan uang 

sesuai dengan ongkos haji dan harta warisnya.25 Dari skripsi tersebut jelas 

yang dikaji berbeda karena peneliti lebih fokus kepada upah yang diberikan 

kepada orang yang menggantikannya tetapi di dalam skripsi tersebut juga 

sedikit menjelaskan hukum badal haji dari kedua imam mazhab walaupun 

tidak di bahas secara spesifik.  

3. Skripsi yang ditulis oleh Febriyanti Aswin yang berjudul Badal Haji untuk 

Orang yang telah Wafat (Analisis Perbandingan Mazhab). Skripsi ini 

ditulis berdasarkan latar belakang pendapat keempat mazhab mengenai 

hukum badal haji bagi orang yang telah wafat. Keempat mazhab itu pun 

sebenarnya membolehkan menghajikan orang yang telah wafat tetapi dari 

keempat mazhab tersebut mempunyai syarat dan ketentuan yang berbeda-

beda. Menurut Mazhab Hanafi boleh menghajikan orang yang telah 

meninggal dengan syarat ia memenuhi syarat wajib haji secara material. 

Menurut Mazhab Maliki pun diperbolehkan menghajikan orang yang telah 

meninggal asalkan ia telah mewasiatkan dan biaya hajinya tidak lebih dari 

sepertiga harta yang ditinggalnya. Menurut Mazhab Syafi’i boleh 

melakukan badal haji bagi orang yang meninggal asalkan orang tersebut 

belum melaksanakan ibadah haji, dan dan ahli warisnya wajib menghajikan 

dengan harta yang ditinggalkannya jika ada. Sedangkan menurut Mazhab 

 
 25 Muhammad Dyan F, “Studi Komparatif Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’iy tentang Upah 

Badal Haji” Skripsi (Surabaya: Universitas Islam Negri Sunan Ampel Surabaya, 2015), hlm. 5-7.  
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Hanbali apabila ada orang yang tidak mampu melaksanakan ibadah haji 

baik karena gila, sakit, ataupun meninggal dunia maka ia wajib 

mengeluarkan uang sesuai ongkos haji dari harta warisnya.26 Dalam skripsi 

tersebut peneiliti menggunakan metode analisis dari keempat mazhab 

bukan mengomparasikan, walaupun sama-sama membahas tentang badal 

haji tetapi disini peneliti lebih fokus kepada badal haji bagi orang yang 

wafat.  

Berikut penulis paparkan perbedaan dan persamaan antara skripsi penulis 

dengan skripsi yang lain: 

Nama Judul Perbedaan Persamaan 

A. Makrus 

mahasiswa 

Universitas 

Islam Negri 

Sunan 

Kalijaga 

Hukum Badal 

Haji Menurut 

Pandangan 

Majelis Tarjih 

Dan Tajdid 

Muhammadiyah 

Dan Lajnah 

Bahtsul Masail 

Nahdatul Ulama 

Skripsi milik A. 

Makrus membahas 

komparatif badal 

haji menurut 

pandangan Majelis 

Tarjih Dan Tajdid 

Muhammadiyah 

Dan Lajnah, 

sedangkan skripsi 

ini membahas 

Sama-sama 

membahas 

tentang 

badal haji 

 
 26 Febriyanti Aswin, “Badal Haji untuk Orang yang telah Wafat: Analisis Perbandingan 

Mazhab”, Skripsi (Makassar: Universitas Islam Negri Alauddin Makassar, 2019), hlm.  56-58.  
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tentang komparatif 

antara Mazhab 

Hanafi dan Mazhab 

Maliki tentang 

badal haji bagi 

orang yang masih 

hidup. 

Muhammad 

Dyan F 

mahasiswa 

Universitas 

Islam 

Negeri 

Sunan 

Ampel 

Surabaya 

Studi 

Komparatif 

Imam Abu 

Hanifah dan 

Imam Syafi’iy 

tentang Upah 

Badal Haji 

Skripsi milik 

Muhammad Dyan 

membahas 

komparatif tetang 

upah badal haji 

menurut Imam 

Hanafi dan Imam 

Syafi’i, sedangkan 

skripsi ini 

membahas tentang 

komparatif antara 

Mazhab Hanafi dan 

Mazhab Maliki 

tentang badal haji 

Sama–sama 

membahas 

pendapat 

Imam Abu 

Hanifah 

mengenai 

badal haji 

walupun 

skripsi 

tersebut 

lebih fokus 

kepada 

upahnya 
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bagi orang yang 

masih hidup. 

Febriyanti 

Aswin 

mahasiswa 

Universitas 

Islam Negri 

Alauddin 

Makassar 

Badal Haji 

untuk Orang 

yang telah 

Wafat (Analisis 

Perbandingan 

Mazhab) 

Skripsi milik 

Febriyanti Aswin 

yaitu menganilisis 

pendapat keempat 

mazhab tentang 

badal haji, 

sedangkan skripsi 

ini yaitu 

mengomparasikan 

antara Mazhab 

Hanafi dan Mazhab 

Maliki tentang 

badal haji bagi 

orang yang masih 

hidup 

Sama-sama 

membahas 

tentang 

badal haji 

 

Dari hasil pustaka yang telah penyusun telaah, penyusun belum 

menemukan menganai pembahasan badal haji bagi orang yang masih hidup 

menurut pandangan Imam Hanafi dan Imam Maliki. Di sini penyusun tertarik 
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untuk melakukan penelitian karena perbedaan maupun persamaan hasil 

keputusan badal haji berdasarkan alasan yang akan dihajikan. Berdasarkan 

pemaparan di atas, penelitian yang dilakukan penulis yang berjudul “Hukum 

Badal Haji Bagi Orang yang Masih Hidup Perspektif Mazhab Hanafi dan 

Mazhab Maliki”, merasa bahwa penelitian memiliki kajian yang menarik 

mengenai hukum badal haji.  

E. Metodologi Penelitian 

Penelitian adalah penyelidikan dengan hati-hati dan kritis dalam mencari 

fakta dan prinsip-prinsip, suatu penyelidikan yang sangat cerdik untuk 

menetapkan sesuatu. Pencarian yang dimaksud dalam hal ini tentunya 

pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dari 

pencarian itu akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu.27 Metode 

penelitian dapat dibedakan menjadi dua, yaitu metode penelitian kualitatif dan 

metode penelitian kuantitatif. Adapun dalam penulisan skripsi ini penulis 

menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ditunjukan 

untuk memahami fenomena-fenomena sosial yang diinterpretasikan oleh 

individu-individu. Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan 

berbagai macam strategi yang bersifat interaktif seperti observasi langsung, 

observasi partisipatif, wawancara mendalam, dokumen-dokumen, teknik-

teknik pelengkap. Penelitian kualitatif memiliki dua tujuan utama yaitu untuk 

 
 27 Faisal Ananda Arfa, Metodologi penelitian hukum Islam, (Jakarta: Prenamedia Grup, 2016), 

hlm. 12. 
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menggambarkan dan mengungkapkan serta tujuan kedua yaitu untuk 

menggambarkan dan menjelaskan.28 Berikut adalah susunan dari metode 

penelitian dari penulisan skripsi ini: 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian dari penulisan skripsi ini adalah penelitian pustaka 

(library research). Penelitian kepustakaan adalah kegiatan penelitian 

dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan 

berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti buku referensi, 

hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan, serta berbagai 

jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.29 Dalam hal 

ini penulis akan mencari data dan menggali informasi dari berbagai sumber 

terkait dengan permasalahan.  

2. Sumber Data 

Sumber data yang dijadikan pegangan dalam penelitian ini agar 

mendapat data yang konkrit serta ada kaitannya dalam rumusan masalah 

yaitu: 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah subjek penelitian yang dijadikan 

sumber informasi penelitian yaitu data yang diperoleh dari berbagai 

 
 28 Sandu Siyota dan Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Literasi Media 

Publishing, 2015), hlm. 11-12.  
29 Milya Sari, “Penelitian Kepustakaan dalam Penelitian Pendidikan IPA” Asmendri, Vol. 

6, No. 1, 2020, hlm. 44. 
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kitab fikih yang dianggap mewakili dalam pembahasan ini. Dalam hal 

ini sumber primer untuk Mazhab Maliki adalah kitab al-Ka>fi> Fi> Fiqh 

Ahl al-Madi>|na>h al-Ma>liki> karya Abi Umar Yusuf bin Abdullah bin 

Muhammad bin Abdul Bari Al Namri Al Qurtubi, untuk Mazhab 

Hanafi adalah kitab Radd al-Muh}ta>r ‘Ala > Adduri al-Mukhta>r karya 

Syekh Muhammad Amin al-Syahir Biibn ‘Abidin, dan juga kitab al-

Fiqhu al-Isla>mi> Wa Adillatuhu karya Wahbah Az Zuhaili.  

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-

buku yang secara tidak langsung berkaitan dan mendukung objek 

penelitian ini, antara lain: Haji dan Umroh karya M. Quraish Shihab, 

Fikih Lima Mazhab terjemahan dari kitab al-Fiqhu ‘Ala al-Madz|a>hib al-

Khamsah karya Muhammad Jawad Mughniyah, Hasil Mudzakarah 

Perhajian Nasional Tentang Badal Haji dari Kementerian Agama RI, 

Fikih Empat Madzhab terjemahan dari kitab al-Fiqhu ‘Ala al-Madz|a>hib 

Arba’ah karya Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, Menuju Umrah dan 

Haji Mabrur karya Syaiful Alim, Jurnal Ummul Qura yang berjudul 

Hukum Haji Bagi Orang Meninggal Dunia: Mengurai Istinbaht 

Dasar-Dasar Hukum Imam Abu Hanifah karya Nashiruddin A. 

Ma'mun. 

 



21 

 

 
 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data, peneliti menggunakan 

metode dokumentasi. Metode dokumentasi yaitu metode yang ditujukan 

untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-

buku yang relevan catatan, surat kabar, majalah, peraturan-peraturan, 

laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, dan data yang dianggap 

relevan oleh peneliti.30 Dibandingkan dengan metode lain, maka metode 

ini tidak begitu sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya 

masih tetap, belum berubah. Dengan metode dokumentasi yang diamati 

bukan benda hidup tetapi benda mati.31    

4. Teknik Analisis Data 

Analisis yang dipakai dalam penelitian skripsi ini adalah: 

a. Content Analysis 

Yaitu teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui 

usaha memunculkan karakteristik pesan yang digunakan secara 

obyektif dan sistematis. Dengan metode ini akan diperoleh suatu hasil 

atau pemahaman terhadap isi pesan penulis kitab secara obyektif, 

sistematis, dan relevan secara sosiologis. Setelah semua data-data 

terkumpul, maka selanjutnya data-data tersebut disusun dengan 

 
 30 Ismail Nurdin dan Sri Hartati, Metode Penelitian Sosial, (Surabaya: Media Cetak Sahabat 

Cendekia, 2019), hlm. 201. 

 31 Sandu Siyota dan Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian., hlm. 77-78. 
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menggunakan metode sebagai berikut: pertama, metode deduktif 

digunakan ketika menganalisis data yang bersifat umum, untuk ditarik 

kesimpulan yang bersifat khusus. Kedua, metode induktif digunakan 

ketika mengilustrasikan data-data khusus, dianalisis dan diambil 

kesimpulan yang bersifat umum.32 Metode ini digunakan untuk 

mengalisis substansi pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki.  

b. Komparatif 

Komparatif atau komparasi adalah metode analisis yang 

dilakukan dengan cara meneliti faktor-faktor tertentu yang 

berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan 

membandingkan satu faktor dengan faktor lain.33 Memahami konsep-

konsep yang diperbandingkan, yaitu mengintegrasikan konsep-konsep 

itu ke dalam tata hukum mereka sendiri, dengan memahami pengaruh-

pengaruh yang dilakukan terhadap konsep-konsep itu dengan 

menentukan unsur-unsur dari sistem dan faktor di luar hukum, serta 

mempelajari sumber-sumber hukum Islam.34 Dalam penelitian 

penulisan ini penulis akan membandingkan pemikiran dua imam 

mazhab yaitu Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki yang salah satu 

tokohnya yaitu antara Abi Umar Yusuf bin Abdullah bin Muhammad 

 
 32 Sujono dan Abdurrahman, Metodologi Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan, (Jakarta: 

Rineke Cipta, 1998), hlm, 13. 

 33 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 261. 

 34 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum., hlm. 11. 
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bin Abdul Bari al-Namri al-Qurtubi dan Syekh Muhammad Amin al-

Syahir Biibn ‘Abidin, kemudian di komparasikan. 

F. Sistematika Pembahasan  

Adapun sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini adalah 

sebagai berikut: 

Bab pertama, yaitu pendahuluan. Bab pendahuluan memberikan wawasan 

umum tentang arah penelitian yang dilakukan. Pada bagian pendahuluan 

penulis akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustakan, metode penelitian dan 

sistematika pembahasan. 

Bab kedua, mengenai konsep badal haji dalam Islam yang berisi tentang 

definisi haji, dasar hukum haji, syarat wajib haji, rukun haji, macam-macam 

haji, pengertian dan dalil badal haji, syarat-syarat badal haji. Hal ini bertujuan 

untuk memberikan gambaran umum tentang pengertian haji, persyaratan 

diwajibkan haji, pengertian badal haji, syarat dan ketentuannya dan sebagai 

langkah awal untuk mengetahui lebih jauh tentang pelakasanaan ibadah haji 

sebelum memasuki pokok permasalahan yang menjadi fokus pembahasan. 

Bab ketiga, akan dibahas tentang biografi Mazhab Hanafi dan Mazhab 

Maliki. 

Bab keempat, merupakan analisis perbandingan antara pandangan 

Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki tentang badal haji. 
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Bab kelima, yaitu bab terkahir yang merupakan penutup dan kesimpulan 

dan saran-saran. Kemudian diakhiri dengan daftar pustakan dan lampiran-

lampiran.
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Menurut Mazhab Hanafi orang yang masih hidup tidak mampu untuk 

melaksanakan ibadah haji, maka boleh melakukan badal haji untuknya dengan 

syarat ketidakmampuannya berlanjut sampai kematian. Karena menurut 

Mazhab Hanafi haji merupakan ibadah yang menggunakan harta dan fisik. Dan 

jenis ibadah tersebut merupakan ibadah yang boleh menerima pergantian. 

Sedangkan Mazhab Maliki berpendapat orang yang masih hidup tetapi tidak 

mampu untuk melaksanakan ibadah haji, maka tidak boleh dibadalkan haji 

untuknya walaupun ia mempunyai harta yang berlebih. Karena menurut 

Mazhab Maliki ibadah haji walaupun terdiri dari ibadah badaniyah dan 

maliyah, akan tetapi lebih dominan kepada sisi badaniyahnya sama seperti 

halnya puasa dan sholat. Sehingga untuk jenis ibadah tersebut Mazhab Maliki 

tidak menerima pergantian. Dan untuk orang yang sudah meninggal dari kedua 

mazhab sama-sama membolehkan badal haji untuknya. Menurut Mazhab 

Hanafi hukumnya hanya membolehkan tidak mewajibkan tetapi apabila 

berwasiat sebelum meninggal, maka hukumnya menjadi wajib bagi ahli 

warisnya untuk menunaikan wasiat tersebut. Begitu juga menurut Mazhab 

Maliki apabila sebelum meninggal tidak berwasiat maka tidak wajib dibadal 
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hajikan. Tetapi apabila berwasiat sebelum meninggal maka ahli warisnya harus 

menunaikan wasiat tersebut.  

Komparasi antara kedua mazhab, karena Mazhab Hanafi sendiri dalam 

menghukumi masalah tersebut menggunakan hadis sebagai dasar hukumnya. 

Yang di dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa seseorang yang tua renta boleh 

dibadalkan haji untuknya. Seperti di dalam Hadis Riwayat Muslim dimana ada 

seorang wanita yang bertanya kepada Rasulullah SAW bahwa bapaknya sudah 

tua renta tetapi masih memiliki kewajiban untuk haji dan disitu Rasulullah 

menyuruhnya untuk menghajikannya. Ada juga hadis lain yaitu hadis yang 

diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nasa’i, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad 

dimana ada seorang anak laki-laki yang bercerita kepada Nabi Muhammad 

SAW bahwa bapaknya sudah lanjut usia dan tidak mampu lagi untuk berhaji 

atau umrah serta tidak mampu untuk naik kendaraan. Maka Nabi Muhammad 

SAW menyuruhnya untuk berangkat haji atas nama Ayahnya. 

Sedangkan Mazhab Maliki menggunakan ayat al-Qur’an. Dimana 

kandungan ayat al-Qur’an tersebut bertentangan dengan hadis. Yaitu Q.S An-

Najm ayat 38-40 yang didalamnya menjelaskan pahala atau dosa yang diterima 

seseorang itu, tergantung kepada usahanya pada saat masih hidup jadi apabila 

seseorang semasa hidupnya tidak mengusahakannya untuk melakukan ibadah 

haji dan orang tersebut dikatakan mampu maka apabila meninggal ibadah haji 

tersebut tidak dapat digantikan atau diusahakan oleh orang lain. Selain itu ada 
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juga Q.S Yassin ayat 54 yang menjelaskan bahwa seseorang itu tidak akan 

mendapatkan balasan terhadap apa yang ia tidak kerjakan.  

B. Saran-Saran 

Berdasarkan uraian di atas maka saran yang dapat di ambil adalah: 

1. Diharapkan untuk setiap umat muslim yang sudah mampu secara fisik dan 

materi, maka bersegeralah untuk menunaikan ibadah haji, sebelum 

datangnya suatu halangan yang dapat menunda pelaksanaan ibadah haji 

seperti lanjut usia, datangnya penyakit-penyakit kronis atau sampai 

meninggal dunia. 

2. Diharapkan untuk calon jamaah haji, untuk tetap kesehatan, keselamatan, 

dan keamanan, dirinya masing-masing selama dalam perjalanan 

menunaikan ibadah haji, hingga pulang kembali ke tanah air. 
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